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ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak inffuencer - dalam perjanjian endorsement
merupakan svatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap influencer terkait
haknya jika terjadi sengketa atav permasalahan dalam perjanjian endorsement.
Perjanjian endorsement adalah kesepakatan antara pelaku usaha dan influencer yang
bertujuan untuk mempromosikan suatu produk/jasa. Dalam hal ini sering sekali
timbul permasalohan dimana influencer tidak mendapatkan hak sesuvai perjanjian
yang dibuat. Pepelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis
karakteristik perjanjian endorsement dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak
influencer dalam perjanjian endorsement. Metode penelitian yang digunakan pada
undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap hak influencer dalam perjanjian endorsement ini
influencer dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar
perjanjian tersebut. Dengan membawa alat bukti isi dari perjanjian yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak. Jika perjanjian kerjasama mencantumkan tenggat
waktu pembayaran yang jelas, dan pclaku usaha melanggar terhadap ketentuan ini
menjadi dasar untuk tindakan hukum dan pentingnya perjanjian yang rinci dan jelas
bisa memperkuat posisi inflvencer dalam menuntut haknya. Oleh karena itu,
penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman hukum
terkini yang relevan terkait perjsnjian endorsement.

Kata Kunci: Endorsemens; Hak; Infiuencer,

Pembimbing Utama, Y. Pembimbing rPembanm,
. /
])T M tainmmadc -51_-_-,3 [ S- Jreltill HE d ] -. i H_ As
NIP. 197307281998021001 NIP.198609142009022004
Dr. M

Xiii

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

Xiii









BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi menjadi sarana
yang memberikan kemudahan manusia. Karena perkembangan
teknologi yang begitu pesat tersebutlah yang akhirnya membuat
perubahan adanya aktivitas jual beli yang mulanya dengan cara
bertransaksi secara langsung bertatap muka antar penjual dan pembeli,
kini para penjual dan pembeli hanya bertransaksi melalui virtual atau
online dengan menggunakan platform tertentu. Di era revolusi industry 4.
0 ini sudah mengubah tatanan system perindustrian dari teknologi yang
berkembang pesat menjadi teknologi digital. Salah satunya dari segi
perdagangan. Perdagangan pada era digital sudah tidak mengenal
batas negara, maupun waktu. Bisa melakukan transaksi tanpa
berpindah tempat dan dalam waktu yang lebih efisien dan menghemat
biaya. Contohnya yaitu jual beli online memanfaatkan teknologi daring.’

Kemudian ketika perkembangan Instagram dan tiktok menjadi
media baru bagi seorang yang ingin memiliki popularitas, pada akhirnya
mulai bermunculan sosok public figure pada media sosial tersebut
dengan mudahnya disebut dengan influencer yang umumnya menjadi

celebrity endorser karena jumlah pengikutnya (followers) yang sangat



banyak dan dapat dikatakan sebagai influencer jika sudah memiliki

lebih dari sepuluh

'Editor, Digitalisasi Bisnis di Era revolusi industry 4.0, Qlausa.Com,
https://www.glausa.com/journal/digitalisasi-bisnis-di-era-revolusi-4-0/,  diakses  pada
tanggal 20 Agustus 2023




ribu pengikut karena dapat pandangan populer jika semakin banyak
pengikutnya dapat mempengaruhi pengguna lainnya. Akun dari seorang
influencer tersebut tentu menarik perhatian para pelaku usaha untuk

mengiklankan produk dari pelaku usaha tersebut.?

Endorsement merupakan salah satu cara pelaku usaha untuk
mengiklankan barangnya dengan menggunakan jasa orang lain,
biasanya para artis atau tokoh tertentu yang dianggap penting atau
berpengaruh. Di media sosial banyak sekali artis yang menggunakan
suatu produk dan unggahan foto dengan menuliskan keterangan suatu
produk serta nama pelaku usaha online tersebut. Dengan kata lain,
endorse adalah suatu jenis promosi tertentu yang memanfaatkan
influencer untuk mempromosikan produk. Dari sisi pemilik produk atau
brand tentu akan mendapatkan keuntungan karena memakai nama

orang terkenal untuk mempromosikan produk atau brand miliknya.3

Endorsement umumnya diawali dengan sebuah perjanjian antara
kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dengan pihak influencer sebagai
media sarana promosi produk dari pelaku usaha tersebut. Maka dari itu
seiring perkembangan waktu yang semakin modern banyaknya metode
dalam mempromosikan suatu produk sehingga para online shop yang
memilih menggunakan jasa endorse, yang mana nantinya para online

shop yang akan menjalin hubungan kerjasama dengan para Influencer



untuk mempromosikan

2Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, A.A. Sagung Wiranti Darmadi, dkk, 2019,
Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Online Shop Apabila Terjadi Wanprestasi yang
Dilakukan Oleh Pemberian Jasa Endorse di Kota Denpasar’ , Kertha Semaya: Jurnal Iimu
Hukum 7, No. 4, Diakses pada tanggal 22 September 2023, him.3

3Ibid

“"



produknya, yang mana hubungan kerja sama ini akan menimbulkan
suatu perjanjian dan terbentuknya hubungan hukum antara dua belah

pihak.4

Dengan adanya penggunaan jasa endorsement antara online
shop dengan Influencer maka terbentuklah suatu perjanjian. Perjanjian
endorsement merupakan jenis kontrak elektronik yang lahir karena
adanya penawaran dan penerimaan. Kontrak elektronik menurut Pasal 1
angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah
perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 18
ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik yang
dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Perjanjian

endorsement tersebut mengacu pada KUHPerdata.>

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian itu
sendiri adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, vyaitu

adanya hak dan kewajiban yang mengikat



4 Suryandini, Dewa Ayu Kade Wida, dan Sutra Putrawan. “ Pertanggungjawaban
Selebgram Terhadap Konsumen yang Mempromosikan Barang dan Jasa di Media Sosial” ,
Kertha Semaya: Jumal limu Hukum 8, No. 6, 2020, Diakses pada tanggal 22 September
2023, him.922-

932

°> Alya Yudituastri, Suraji,” Klausula Baku Dalam Perjanjian Endorsement Dikaitkan
Dengan Asas Berkontrak” , Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 2, Juli-Desember 2020,
https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48402/29938, diakses pada tanggal 23
Agustus 2021, him.168




untuk ditaati para pihak. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa

syarat sah perjanjian adalah:

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.®

Perikatan adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang
satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan,
dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga
dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untu melaksanakan
prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.’

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah
sebagai

berikut:

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan
yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah
timbulnya hak dan kewajiban.

2. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.

3. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat
sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Di bidang harta kekayaan.



6 Subekti R dan Tjitrosudibio R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta Timur
Balai Pustaka, 2013, hlm.338-339
’Willa Wahyuni, Mengenal Hukum Perikatan, HukumOnline.Com,

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-t644ee96509664/ , 1
Mei 2023, diakses pada tanggal 22 September 2023




Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan, bahwa tiap-tiap
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
Undang-Undang, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat
terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam
perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun
karena ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.®

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak
atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas
untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya
maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri
isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat
pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum, dan kesusilaan.’

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menentukan bahwa setiap
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi
perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para

pembuatnya, sama seperti



8 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung : Sumur Pustaka, 2012,
him.1
7 Trisulo, Mengenal Asa Kebebasan Berkontrak, Kemenkeu Learning Center,
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-asas-kebebasan-berkontrak-87
3bd0f0/- detail/, 17 Juni 2022, diakses pada tanggal 22 September 2023




perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa

saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.®
Perjanjian endorsement adalah kesepakatanantara pihak
yang memiliki hak atas suatu produk atau jasa
dengan pihak yang memiliki pengaruh atau popularitas untuk
memperkenalkan dan merekomendasikan produk atau jasa tersebut
kepada pengikut atau penggemar mereka. Suatu perjanjian
endorsement terdapat para pihak yaitu influencer dan pelaku usaha.
Sebelum melakukan perjanjian endorsement maka pelaku usaha dan
influencer harus melihat hak dan kewajiban masing-masing. seperti
hak pelaku usaha mendapatkan promosi produk atau jasa dari
influencer dan berkewajiban untuk membayar influencer sedangkan
influencer haknya mendapatkan pembayaran atas  yang
dipromosikan dan berkewajiban

mempromosikan produk atau jasa dari pelaku usaha tersebut.
Jika antara pihak menyetujui dari kesepakatan hak dan
kewajiban tersebut maka setelah itu dibuatlah surat perjanjian
kerjasama antara pelaku usaha dan influencer atau disebut dengan

perjanjian endorsement. Berikut terdapat contoh perjanjian endorsement:



10 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta:
Sinar Grafika, 2010, him.27
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Dalam perjanjian ini, pihak yang memiliki pengaruh dan
popularitas  atau influencer  setuju untuk  menggunakan,
mempromosikan, dan merekomendasikan produk atau jasa pihak lain
dalam kegiatan pemasaran mereka. Dalam pertukaran endorsement,
influencer akan menerima bayaran atau kompensasi untuk setiap
partisipasi mereka dalam kegiatan pemasaran. Perjanjian ini biasanya
mencakup informasi tentang waktu, tempat, dan cara penggunaan
endorsement, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.1"

Dengan adanya perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban
bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Para pihak akan
terikat untuk mematuhi isi dari pada perjanjian yang telah dibuat. Dalam
dunia bisnis, perjanjian sangat penting sebagai pegangan, pedoman,
alat bukti bagi para pihak. Terdapat beberapa hak dan kewajiban
influencer dan pelaku usaha dalam Perjanjian endorsement yang harus
dipenuhi.12

Hak merupakan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan
sesuatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu.'> Dalam
Perjanjian endorsement setiap pihak memiliki haknya masing-masing
baik influencer maupun pelaku usaha dimana hak tersebut harus
didapatkan. Hak influencer diantaranya adalah menerima kompensasi

atau pembayaran sesuai kesepakatan dalam perjanjian, memiliki hak



untuk menolak endorsement

1T Astuti, Desak Ayu Lila dan A.A Ngurah Wirasila, “ Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dalam Hal Terjadi Kerugian:, Kertha
Semaya: Jurnal limu Hukum 1, No.10, 2013, him.6

2 Niru Anita Sinaga, “ Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum
Perjanjian® , Jumal Illmiah Hukum, Vol. 10, Nomor 1, Tahun 2019,

https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/400/677,
him.3

13 Serafica Gischa, Hak dan Kewajiban: Pengertian dan Contoh dalam Kehidupan
Sehari- hari, Kompas.Com,
https://amp.kompas.com/skola/read/2022/04/07/090000169/hak-dan-
kewajiban—-pengertian-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari-hari, 7 April 2022, diakses
pada
tanggal 22 September 2023




apabila tidak sesuai dengan nilai atau pandangan pribadi, memiliki hak
untuk meminta konsultasi dengan pihak brand atau agency sebelum
mem-posting sesuatu ke media sosial, dan memiliki hak untuk tetap
membawa identitas atau personal branding dirinya ketika menampilkan
endorsement di media sosial.'

Sedangkan hak pelaku usaha adalah mempromosikan atau
mengiklankan produk atau layanan secara efektif, mendapatkan
keuntungan atau laba dari penawaran endorse produk atau layanan,
meningkatkan citra merek atau brand awareness, dan mendapatkan
dukungan dan promosi dari selebriti atau influencer yang bekerja sama.

Jika ada hak maka ada kewajiban. Kewajiban merupakan sebuah
tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang, setiap tindakan
tersebut merupakan bentuk tanggung jawab seseorang.’”Dalam
perjanjian endorsement setiap pihak memiliki kewajiban masing-masing
yang dimana kewajiban tersebut harus dilakukan dalam memenuhi
kewajibannya. Kewajiban influencer diantaranya adalah menjalankan
endorsement sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,
menggunakan produk atau jasa brand dengan wajar dan tidak
memaksakan, serta memberikan caption dan tagline yang sesuai
dengan brand dan campaign, tidak melakukan kegiatan atau tindakan

yang dapat merugikan atau merusak reputasi brand atau



14 Yulfin Tandi Buak, Jeany Anita, dan Victor D.D, “ Kajian Hukum Terhadap Jasa
Promosi Oleh Influencer Pada Media Sosial yang Menyimpang Dari Ketentuan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen” , Jumal Lex Privatum, Vol.X|, No.4, April 2023,
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/47772/42389,
him.8

15 Serafica Gischa, Op.Cit



perusahaan, dan memenuhi persyaratan waktu posting pada media
sosial sesuai dengan perjanjian serta menjaga interaksi dengan
followers.1®

Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan imbalan
atau kompensasi yang layak kepada selebriti atau influencer
berdasarkan kesepakatan, menyediakan informasi yang akurat dan
jelas tentang produk atau layanan yang akan dipromosikan,
menyediakan panduan dan aturan yang jelas bagi selebriti atau
influencer tentang tugas mereka dalam promosi endorse, dan menjaga
integritas merek dengan memastikan bahwa endorse dilakukan secara
etis dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.’

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
seharusnya dilaksanakan sesuai apa yang telah disepakati, tetapi tidak
jarang terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian atau
seringkali dianggap dengan kata wanprestasi. Pada saat ini belum
diatur dalam lembaran konstitusi Negara menurut hukum positif di
Indonesia secara khusus namun dalam pelaksaannya tetap mengacu
pada KUHPerdata dan juga influencer salah satu subjek hukum dalam
perjanjian endorsement belum memiliki perlindungan hukum jika dalam
hal ini pelaku usaha diduga melakukan pelanggaran atau wanprestasi

terhadap suatu isi dari perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua



belah pihak sehingga merugikan influencer.’®
Seperti contoh pada influencer bernama Aron Sahab tidak

mendapatkan haknya sesuai dalam perjanjian endorsement. Dimana

Aron

16 Yulfin Tandi Buak, Op.Cit

7 Niru Anita Sinaga, Op.Cit

8 Ni Made Rai Dwikayanti, “ Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse
dalam Perjanjian Endorsement” , Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No.5, 2021, https://ojs.unud.

ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64202, him.749-750




Sahab sudah melaksanakan kewajibannya untuk mempromosikan
suatu brand sesuai dengan isi perjanjian, jika Aron Sahab sudah
melakukan pekerjaan endorsement tersebut maka pihak brand atau
pelaku usaha akan melakukan pembayaran secara total tetapi nyatanya
pihak brand atau pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya atau
tidak membayar Aron Sahab sama sekali.’®

Ada juga contoh kasus lain dari seorang influencer bernama
Patricia Vicka, yang berasal dari kota Yogyakarta. Pada perjanjian
endorsement antara pihak influencer dan pelaku usaha saat pencairan
fee endorse yang seringkali merugikan para influencer. Biasanya fee
endorse cair minimal 2 minggu setelah semua anggota manajemen
selesai memposting. Paling banyak yang membayar sebulan setelah
materi endorse tayang. Namun sejumlah brand atau pelaku usaha baru
membayar fee endorse lebih dari empat bulan. Bahkan ada yang baru 6
bulan setelah puluhan kali ditagih manajemen. Untuk menghindari
contoh kasus di atas, maka sangat diperlukan suatu upaya
perlindungan hukum terhadap hak influencer.?® Dapat dilihat dari
contoh permasalahan dimana pihak brand atau selaku pelaku usaha
melakukan bentuk ingkar janji atau wanprestasi Berdasarkan latar
belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

“ Perlindungan Hukum Terhadap Hak Influencer dalam Perjanjian



Endorsement” .

19 Mauludi Rismoyo, Jadi Influencer Brand Terkenal, Aron Ashab Mengaku Tak

Dibayar, Hot.Detik,
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C.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas beberapa masalah yang
dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana karakteristik perjanjian endorsement yang dibuat oleh
pelaku usaha dan influencer?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak influencer
dalam perjanjian endorsement?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dijelaskan antara lain
sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik perjanjian
endorsement

yang dibuat oleh pelaku usaha dan influencer.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum
terhadap hak influencer dalam perjanjian endorsement.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat
penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat jangka panjang dalam
pengembangan dalam suatu teori pelajaran, dalam penelitian ini

manfaat teoritis yang dapat diberikan sebagai berikut:



a. Hasil dari penelitian tersebut untuk memperbanyak bahan

bacaan pada perpustakaan Universitas Sriwijaya.



b. Agar dapat menambah esensi dalam perkembangan hukum perdata

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dan pengembangan ilmu hukum mengenai
perlindungan hukum terhadap hak influencer dalam perjanjian
endorsement.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat memberikan dampak secara
langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran, dalam
penelitian ini manfaat praktis yang dapat diberikan sebagai berikut:

a. Influencer

Dapat dijadikan acuan dalam menjalankan suatu perjanjian

endorsement jika terjadi permasalahan yang tidak sesuai dengan

Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

b. Pelaku usaha

Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait suatu

perjanjian endorsement yang mengikat para pihak.
c. Masyarakat umum

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi

masyarakat awam mengenai hukum perjanjian khususnya

perjanjian endorsement.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis mempunyai ruang lingkup masalah



mengenai karakteristik perjanjian endorsement yang dibuat oleh pelaku
usaha dan influencer dan mengenai perlindungan hukum terhadap hak

influencer dalam



perjanjian endorsement. Sesuai dengan judul skripsi peneliti

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Influencer dalam Perjanjian

Endorsement” .

Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka yang disusun berdasarkan
pernyataan-pernyataan yang berasal dari teori yang ada. Pada dasarnya
kerangka teori adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep,
teori, dan literatur digunakan untuk penelitian. Penentuan kerangka teori
harus sesuai dengan topik atau permasalahan penelitian dan tujuan
dari penelitian tersebut.?’ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa
teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini digunakan untuk memberikan bentuk perlindungan
hukum terhadap hak influencer dalam perjanjian endorsement, jika
influencer tidak mendapatkan haknya, maka hak dalam perjanjian
endorsement yang harus dilindungi. Menurut Philipus M. Hadjon
perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,
serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh
subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.?2
Secara teoritis Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan

Hukum terdapat 2 (dua) macam bentuk sarana, yakni :



21 Ade Heriyana, Kerangka Teori, Konsep, dan Definisi Operasional, https://Ims-
paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F255328 %2Fmod_resource%2Fcontent%2F 5%

2F6
7298_KMS361_042019_pdf.pdf, Jakarta, 2019, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023

22 Tim Hukum Online, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Hukum
Online.Com,
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-
ahli-1t63366cd94dcbc/, 30 September 2022, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023




a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan
pemerintah dengan pengertian sebagai pencegahan. Walaupun
memang proses perkembangan dalam perlindungan preventif ini
tidak secepat hukum represif namun perlindungan preventif
sudah diakui juga mempunyai peran yang besar atau penting
khususnya di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran
dengan berpegangan pada Peraturan Undang- Undang yang ada
dan menjadikan pemerintah lebih bersikap hati-hati untuk
bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini telah
diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa yang timbul saat
terjadinya sebuah pelanggaran. Dapat di ibaratkan juga bahwa
perlindungan represif ini termasuk dalam perlindungan terakhir
untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar
peraturan sebagaimana yang mereka lakukan.23

Keterkaitan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini
sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai
bagaimana perlindungan hukum terhadap hak influencer dalam
perjanjian  endorsement jika influencer tidak mendapatkan

pembayaran atau haknya dalam perjanjian endorsement tersebut.



23 Dyah Permata, “ Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya

Tradisional di DI Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” ,
Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No.1,

Tahun 2018,
https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509/23773, him.16




2. Teori Hak dan Kewajiban

Teori ini digunakan untuk memberikan dan menjelaskan bentuk
hak dan kewajiban influencer dan pelaku usaha dalam perjanjian
endorsement. Dalam kehidupan manusia hak dan kewajiban merupakan
suatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang, berikut pengertian
hak dan kewaijiban:

a. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah tentang
suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan,
untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.24¢ Menurut Bantens
(200) teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi (teori
kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.
Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka
sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang
lain. Teori hak sebenarnya didsarkan atas asumsi bahwa manusia
mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat
yang sama.?’

b. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah
sesuatu yang waijib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus

dilaksanakan). Kewajiban merupakan bentuk dari pertanggung



jawaban yang harus

24 Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara,
http://academia.edu, Diakses pada tanggal 24 agustus 2023

25 Kakaadik000, Teori Hak Menurut Teori Hak Suatu Tindakan Atau Perbuatan
Dianggap Baik Bila, Coursehero.Com,
https://www.coursehero.com/file/p26sm3dv/Teori-hak-Menurut-
teori-hak-suatu-tindakan-atau-perbuatan-dianggap-baik-bila/ , 2018, diakses pada tanggal
15 September 2023




dipenuhi oleh semua pihak dalam rangka menjalankan perjanjian
atau peraturan yang sudah disepakati bersama. Kewajiban bersifat
mutlak yang harus dipenuhi untuk menghindari terjadinya suatu
permasalahan.26

Menurut Prof. Dr. Notonegoro kewajiban adalah beban

pemberian sesuatu yang seharusnya hanya diperbolehkan atau
diberikan oleh beberapa pihak, bukan pihak lain. Suatu kewajiban
pada prinsipnya dapat ditegakkan oleh pihak yang berkepentingan.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.2’

Keterkaitan teori hak dan kewajiban dalam penelitian ini sebagai
dasar untuk membahas dan menjelaskan bagaimana bentuk
karakteristik (hak dan kewajiban) para pihak atau pelaku usaha dan
influencer dalam suatu perjanjian endorsement.

Teori Perjanjian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perjanjian,
dimana sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana
bentuk suatu perbuatan hukum yang terjadi antara para pihak. Dalam
Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lainnya.



26 Satya Arinanto, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya, 2010,

him.3
9 2/psfihan,  Pengertian  Hak dan Kewajiban, RuangPengethuan.Co.ld,

https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/, 9 Juni 2023, diakses pada
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Pasal ini menerangkan secara sederhana pengertian perjanjian yang
menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan
diri.28
Didalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat
yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum.
Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Hal ini sangat perlu dipahami agar terciptanya sebuah perjanjian yang
sah. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut empat syarat agar
sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:
a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
b. Kecakapan bertindak;
c. Suatu hal tertenty;
d. Adanya kausa yang halal.?®
Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang perlu dipahami
terkait pengertian akan asas hukum itu sendiri, berikut asas-asas hukum
perjanjian:
a. Asas konsensualisme
Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pada
pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian
adalah adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Asas ini

merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya



tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya

kesepakatan kedua belah pihak.

28 Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai
1456 BW), Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, him.63

29 Lukman Santoso Az, Aspek Hukum Perjanjian (Kajian Komprehensif Teori Dan
Perkembangannya), 1 Januari 2019, him.50-54



b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berisi semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk:

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.
c. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat
perjanjian. Asas pacta sunt servandai merupakan asas bahwa hakim
atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat
oleh para pihak, sebagaiman layaknya sebuah undang-undang.
Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak
yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat
disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat

(1) KUHPer.30



d. Asas itikad baik
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer

yang berisi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas ini

30 Ibid



merupakan kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak
tidak dapat dituntut darinya.
e. Asas kepribadian (personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa
seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya
untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam
Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 menegaskan pada
umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau
perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan sudah jelas
bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus
untuk nkepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berisi
perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini
mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak
hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.3’

Keterkaitan teori perjanjian dalam penelitian ini sebagai dasar

untuk menjelaskan serta menganalisis bagaimana terlaksananya suatu
perbuatan hukum yang mengikat para pihak yaitu pelaku usaha dan

influencer untuk melakukan suatu perjanjian endorsement.

. Metode Penelitian

Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk
mendapatkan data yang dipergunakan untuk keperluan penelitian yaitu

disebut metode penelitian.



31 M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan
Kontrak, Universitas Muhammadiyah

Surakarta,

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf

, 2014, diakses
pada tanggal 24 Agustus 2023




1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum
normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.32 Berdasarkan
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum
secara normatif menggunakan dasar dari bahan- bahan
kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus yang
terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan

beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan
Perundang- Undangan yaitu untuk menelaah semua
peraturan Perundang- Undangan (statute approach) dan
regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang
ditangani.33 Yaitu yang berkaitan isu hukum perjanjian
dan yang termuat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

b. Pendekatan Konseptual



Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari
pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu

hukum.

32 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010,
him.3
3) 33 |bid, him.133



Dengan mempelajari pandangan dari doktrin di dalam ilmu
hukum, yang akan melahirkan pengertian hukum dan asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.34 Yang termasuk
dalam permasalahan yang sedang diteliti mengenai
perlindungan hukum terhadap hak-hak influencer terhadap
perjanjian endorsement.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini jenis dan bahan hukum yang digunakan
dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a.Bahan Hukum Primer
Peraturan Undang-Undang yang digunakan sebagai materi
hukum yang mendasari fenomena penelitian. Undang-Undang
yang digunakan yaitu;

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2016 No.251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 5952).

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

No. 22, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia No.



3821).

34 |bid, him.135



b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku
teks dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan
obyek penelitian serta naskah komprehensif perubahan UUD RI
tahun 1945.3°
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjadi
pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan
tambahan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder
bahan hukum disini berarti bahan hukum yang terdapat dalam
penelitian misalnya kamus hukum dan juga kamus besar bahasa
Indonesia.3°

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik
penggabungan  kepustakaan hukum yang bersumber dari
Undang-Undang yang berkaitan dengan peraturan hukum vyaitu
khususnya mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Hak Influencer
dalam Perjanjian Endorsement.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah  menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu



mengumpulkan dan

35 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:
Rajawali Pers, 2015, him.13

36 | Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH), Fakultas Hukum
Universitas Udayana, 2017, him.3



menganalisis yang bersumber dari norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam

masyarakat.3’

Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan dilakukan
secara deduktif yaitu cara berpikir pada hal-hal yang bersifat umum dan
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau individual untuk

mengambil inti sari dari penelitian.38



37 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. him.208
38 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2010, him.67



